SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 172 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

Menimbang: a.

Mengingat :

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan,
ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan
perumahan diatur dalam Peraturan Bupati;

bahwa sesuai dengan hasil kajian dari PT. Sucofindo (Persero)
Nomor 6352/SBA-XI/SBA/2021 tanggal 9 November 2021,
Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 sudah
tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan:

MEMUTUSKAN:

. Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN

PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan
wakil ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagal
berikut:

a.

b.

Ketua DPRD sebesar Rp 19.300.000,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus
Ribu Rupiah) per orang per bulan;

Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 14.360.000,00 (Empat Belas Juta Tiga Ratus
Enam Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan;

Aggota DPRD sebesar Rp 9.300.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu
Rupiah) per orang per bulan.



BAB II1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3
Pembayaran tunjangan perumahan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021
tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 56
Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 22 - 11 - 2021
BUPATI PACITAN
ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO, SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 173
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